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ABSTRAKSecara formal, upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak pidana pencucian uangdi Indonesia dimulai pada tanggal 17 April 2002 yaitu saat diberlakukannya Undang-undangNo. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebelum Undang Undang inidiberlakukan tahapan pencegahan pencucian uang sudah dilakukan namun lingkupnya hanyaterbatas pada perbankan. Hal ini dapat ditunjukkan melalui seperangkat regulasi yangdikeluarkan oleh otoritas perbankan yang lebih dikenal dengan Peraturan Bank Indonesiatentang Prinsip Mengenal Nasabah. Urgensi pengaturan ini, tentu didasari oleh alasan yangkuat terutama mengenai dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pencucian uang dalamperekonomian dan untuk memenuhi prinsip-prinsip pengawasan bank secara efektif.Pencucian uang dapat merongrong perekonomian Nasional karena sangat berhubungan eratdengan kepercayaan seseorang atau negara lain terhadap kebijakan Negara.  Biasanyapencucian uang dilakukan dengan mencampur uang haram dengan uang sah sehingga bisnisyang sah akan kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang jujur,  merongrongintegritas pasar keuangan karena lembaga-lembaga keuangan (financial institutions)  bahkanyang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas;mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan perekonomian suatuNegara yang berakibat kurangnya kepercayaan Negara lain terhadap kebijakan pemerintahnegara itu. Penelitian ini dilaksanakan di Bank BNI Cabang USU. Dalam melaksanakanpenelitian, peneliti melakukan studi dokumen tentang hal hal yang berhubungan denganPencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bidang yang menangani TPPU pada Bank BNICabang USU adalah Divisi Kepatuhan, seiring dengan kebutuhan setelah akhir tahun 2015,bidang pencegahan diganti dengan Kontrol Internal yang berada dibawah langsung olehManejer cabang. Dalam melaksanakan tugas pengawasannya Bank BNI cabang USU telahmenerapkan Undang Undang No 8 tahun 20110 tentang TPPU dengan Peraturan BankIndonesia No 11 /28/PBI/ dengan menerapkan prinsip mengenal Nasabah serta tahapantahapan sesuai dengan Surat Edaran No. 11/ 31 /DPNP Tahun 2009 Pedoman StandarPenerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi BankUmum
Kata Kunci : Pencegahan, Tindak pidana, Pencucian Uang, BNI Cabang USU

ABSTRACKFormally, the prevention and eradication of criminal acts of money laundering inIndonesia began on 17 April 2002, ie when the enactment of Law No. 15 of 2002 on MoneyLaundering. Before the enactment of this Act phases of prevention of money laundering havebeen done but its scope is limited to banking. This can be demonstrated through a set ofregulations issued by the banking authority, better known as Bank Indonesia Regulationconcerning Know Your Customer. Urgency of this arrangement, of course based on solidarguments, especially regarding the impact of the money laundering activity in the economyand to meet the principles of effective bank supervision. Money laundering can underminethe national economy as it is very closely linked to the belief that one or another countryagainst the policy of the State. Usually money laundering illicit money was made by mixingwith legitimate money so that a legitimate business will not compete with companies who arehonest, undermining the integrity of the financial markets due to the financial institutions(financial institutions) even rely on the proceeds of crime can face the danger of liquidity;resulting in a loss of government control of the economy of a country whose policies result in
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lack of confidence in other countries against its policies. This research was conducted in BankBNI Cabang USU. In conducting the study, researchers conducted a study of documents aboutmatters relating to the Prevention of Money Laundering. Fields that deal with moneylaundering in Bank BNI Cabang USU is the Compliance Division, in line with the needs afterthe end of 2015, the field of prevention is replaced by the Internal Controls under direct bybranch managers. In carrying out its supervisory duties USU Bank BNI has implemented LawNo. 8 of 20110 on AML with Bank Indonesia Regulation No. 11/28 / PBI / by applying theprinciple to know the Customer and step in stages in accordance with Circular No. 11/31 /DPNP Year 2009 Standard Guidelines for the Implementation of Anti-Money Laundering andCombating the Financing of Terrorism for Banks
Keywords: prevention, criminal acts, Money Laundering, BNI USU

I. PendahuluanPembangunan Nasional yangdilaksanakan selama ini merupakan upayapembangunan yang berkesinambungandalam rangka mewujudkan masyarakat yangadil dan makmur berdasarkan Pancasila danUndang – Undang Dasar 1945. Gunamencapai tujuan tersebut, pelaksanaanpembangunan harus senantiasamemperhatikan keserasian, keselarasan dankeseimbangan berbagai unsurpembangunan, termasuk dibidang ekonomidan keuangan.Kelancaran arus uang mencerminkanintensitas kegiatan dalam pelaksanaanpembangunan di bidang ekonomi.Pembiayaan harus diselenggarakan melaluilembaga perbankan. Lembaga perbankanmemberikan kredit untuk tujuanpembiayaan kegiatan produksi. Pemberiankredit diusahakan untuk mendorongkegiatan investasi, produksi dalam negeri,ekspor serta kegiatan perusahaan golonganekonomi lemah. Usaha – usahapengembangan lembaga perbankan secaraberlanjut dilakukan guna menjaminpelayanan dan kelancaran dalam halpembayaran dalam rangka pemberiandukungan terhadap pelaksanaanpembangunan Nasional.Bank adalah bagian dari sistemkeuangan dan sistem pembayaran suatunegara, bahkan pada era globalisasi sekarangini, bank juga telah menjadikan bagian darisistem keuangan dan sistem pembayarandunia. Mengingat hal demikian itu, makabegitu suatu bank telah memperoleh izinberdiri dan beroperasi dari otoritas moneternegara yang bersangkutan, bank tersebutmenjadi milik masyarakat. Oleh karena itu,

eksistensinya bukan saja harus dijaga olehpara pemilik bank itu sendiri, tetapi jugaoleh masyarakat nasional dan global.Bank adalah suatu lembaga keuanganyang eksistensinya tergantung mutlak padakepercayaan dari para nasabahnya yangmempercayakan dana dan jasa-jasa lain yangdilakukan mereka melalui bank padakhususnya dan dari masyarakat luas padaumumnya. Oleh karena itu, bank sangatberkepentingan agar kadar kepercayaanmasyarakat, yang sudah mampu yang akanmenyimpan dananya, maupun yang telahatau akan menggunakan jasa-jasa banklainnya terpelihara dengan baik dalamtingkat yang lebih tinggi. Mengingat bankadalah bagian dari sistem  keuangan dansistem pembayaran, masyarakat luasberkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut. Adapun kepercayaanmasyarakat kepada bank merupakan unsurpaling pokok dari eksistensi suatu banksehingga terpeliharanya kepercayaanmasyarakat kepada perbankan adalah jugakepentingan masyarakat banyak.1Bank sentral dan perbankan diaturdidalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentangPerbankan sebagaimana telah dirubahdengan Undang-Undang Nomor 10 tahun1998. Banklah yang hanya diperkenankansecara langsung menarik dana darimasyarakat dalam bentuk simpanan danmenerbitkan suatu pengakuan utang.2
1 Adrian Sutedi, Hukum Perbankan Suatu

Tinjauan Pencucian Uang, Marger, Likuidasi ,dan
Kepailitan, (Jakarta : Sinar Grafika), 2010, hal1.2 Ibid, hal 22.
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Dengan Undang-Undang Perbankanyang diubah, kembali kelembagaan bankditata dalam struktur yang lebih sederhana,menjadi dua jenis bank saja yaitu: BankUmum dan Bank Perkreditan Rakyat.Pembedaan jenis bank ini ditegaskan dalamPasal 5 Undang-Undang Perbankan yangdirubah. Dikatakan menurut jenisnya, bankterdiri atas:a. Bank Umum adalah bank yangmelaksanakan kegiatan usaha secarakonvensional dan/atau berdasarkanprinsip syariah yang dalam kegiatannyamemberikan jasa dalam lalu lintaspembayaran.b. Bank Perkreditan Rakyat adalah bankyang melaksanakan kegiatan usahasecara konvensional atau berdasarkanprinsip syariah yang dalam kegiatannyatidak memberikan jasa dalam lalu lintaspembayaran.3Peran bank sentral sangat pentingterhadap suatu tatanan perbankan disuatunegara. Dilihat dari segi makro, maka peranbank sentral sangat penting berhubungdunia perbankan adalah merupakan uratnadinya perekonomian di suatu negara,sehingga peranan sektor perbankan dapatmempengaruhi maju mundurnyaperekonomian dinegara yang bersangkutan.Selain secara makro, maka secara mikroperanan bank sentral sangat menentukanuntuk dapat meminimalkan resiko-resikodari dunia perbankan yang pada gilirannyadapat melindungi masyarakat berhubungadanya dana masyarakat dalam bank-banktersebut.4Di dalam Undang-Undang BankIndonesia No.13 Tahun 1968 tentang BankSentral antara lain ditentukan bahwa BankSentral mempunyai tugas utama untukmengatur, menjaga dan memeliharakestabilan nilai rupiah, dan meningkatkankelancaran produksi dan pembangunan sertamemperluas kesempatan kerja, gunameningkatkan taraf hidup rakyat. Dengan
3 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum

Perbankan Di Indonesia, (Jakarta: PT. GramediaPustaka Utama), 2001, hal 62.4 Munir Fuady, Hukum Perbankan
Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998
Buku Kesatu, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti),1999, hal 118.

demikian terlihat bahwa sebenarnya tugasyang diemban Bank Indonesia selaku BankSentral sungguh berat dan memerlukankeahlian dan kehati-hatian dalam halpembangunan perkonomian di negaraIndonesia ini.5Berdasarkan Undang – undangRepublik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK),  untukmelaksanakan tugas pengaturansebagaimana dimaksud dalam pasal 6 OJKmempunyai wewenang diantaranya, yaitu :a) Menetapkan peraturan perundang –undangan di sector jasa keuanganb) Menetapkan peraturan dan keputusanOJKc) Menetapkan peraturan mengenaipengawasan di sector jasa keuangand) Menetapkan kebijakan mengenaipelaksanaan tugas OJKe) Menetapkan peraturan mengenai tatacara penetapan perintah tertulisterhadap lembaga jasa keuangan danpihak tertentuf) Menetapkan peraturan mengenai tatacara penetapan penglola statuter padalembaga jasa keuangang) Menetapkan struktur organisasi daninfrastruktur, serta mengelola,memelihara, dan menatausahakankekayaan dan kewajiban; danh) Menetapkan peraturan mengenai tatacara pengenaan sanksi sesuai denganketentuan peraturan perundang –undangan di sector jasa keuangan 6Sejalan dengan perkembanganteknologi dan globalisasi di sektorperbankan dewasa ini banyak bank telahmenjadi sasaran utama untuk kegiatanpencucian uang mengingat sektor inilah yangbanyak menawarkan jasa instrument dalamlalu lintas keuangan yang dapat digunakanuntuk menyembunyikan atau menyamarkanasal usul suatu dana. Dengan adanyagobalisasi perbankan, dana hasil kejahatanmengalir atau bergerak melampaui batasyurisdiksi negara dengan memanfaatkanfaktor rahasia bank yang umumnyadijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui
5 Ibid, hal127.6www.BI.go.id/id/tentang-BI/UU-BI/contens/default.aspx, diakses tanggal 17Januari 2015
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mekanisme ini, dana hasil kejahatanbergerak dari suatu negara ke negara lainyang belum mempunyai sistem hukum yangcukup kuat untuk menanggulangi kegiatanpencucian uang atau bahkan bergerak kenegara yang menerapkan ketentuan rahasiabank secara ketat.7Pencucian uang adalah suatu prosesatau perbuatan yang bertujuan untukmenyembunyikan atau menyamarkan asalusul uang harta kekayaan yang diperolehdari hasil tindak pidana yang kemudiandiubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Sesuaidengan Pasal 2 Undang–Undang Nomor 15Tahun 2002 tentang tindak pidanapencucian uang (sebagaimana diubahdengan Undang–Undang Nomor 25 tahun2003), tindak pidana yang menjadi pemicuterjadinya pencucian uang meliputi korupsi,penyuapan, penyelundupanbarang/wanita/anak/senjata gelap,penculikan, terorisme, pencucian,penggelapan, dan penipuan. MenurutUndang–Undang   Nomor 8 Tahun 2010,pencucian uang adalah segalah perbuatanyang memenuhi unsur–unsur tindak pidanasesuai dengan ketentuan dalam Undang–Undang ini.8Dari beberapa definisi pencucianuang, dapat disimpulkan bahwa pencucianuang adalah kegiatan–kegiatan (berupaproses) yang dilakukan oleh seseorang atauorganisasi kejahatan terhadap uang haram,yaitu uang yang berasal dari tindakkejahatan, dengan maksud menyembunyikanasal usul uang tersebut dari pemerintah atauotoritas yang berwenang melakukanpenindakan terhadap tindak kejahatandengan cara memasukkan uang tersebutkemudian dikeluarkan dari sistem keuanganitu maka keuangan itu telah berubahmenjadi uang yang sah.9
Money laundering atau pencucianuang pada intinya melibatkan aset(pendapatan atau kekayaan) yangdisamarkan sehingga dapat dipergunakantanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal
7 Adrian Sutedi, Op.Cit, hal 18.8 Munir Fuady, Hukum Perbankan

Modern Buku Kedua (Tingkat Advance), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2001, hal 19.9 Ibid, hal 20.

dari kehajatan yang illegal. Melalui Money
Laundering pendapatan atau kekayaan yangberasal dari kegiatan yang melawan hukumdiubah menjadi aset keuangan yang seolah–olah berasal dari sumber yang sah ataulegal.10 Kejahatan ini relatif memang masihbaru dikenal, sehingga penyelidikannya punmasih sulit dilakukan karena memerlukankeahlian khusus serta keuletan danketelitian. Kejahatan teknologi di suatu pihakmembawa pengaruh positif dalam berbagaibidang, namun di sisi lain dapatmengakibatkan semakin meningkatnyakualitas kejahatan dengan mempergunakancara–cara dan sarana kejahatan yangsemakin canggih pula berupa kejahatanintelektual seperti penipuan milyaran dankorupsi skala besar yang tidak kelihatan.11Dalam hal ini Bank berperan dalampenanggulangan tindak pidana pencucianuang yang telah dijelaskan di atas bahwatindak pidana pencucian uang tersebut dapatterjadi di Bank. Di dalam bank khususnyaBNI apabila terjadi transaksi yangmencurigakan terhadap nasabahnya dalammelakukan transaksi, maka pihak bank akansegera melaporkan ke PPATK agar  PPATKyang akan menanganinya secara langsung. DiBNI ada dua macam transaksi yang harus dilaporkan kepada PPATK yaitu pertama,transaksi tunai, dimana nasabahnya akandicurigai apabila nasabahnya melakukantransaksi Rp.500.000.000,00 (Lima ratus jutarupiah) ke atas, baik dalam negeri maupunluar negeri seperti yang terdapat didalamPasal 23 ayat 1 (b) Undang-Undang No.8Tahun 2010. Kedua transaksi mencurigakan,dimana pihak bank akan mencurigai setiaptransaksi yang dilakukan oleh nasabahnya,apabila lewat dari transaksi yang biasadilakukan oleh nasabahnya. Dan akanlangsung dilaporkan kepada Pusat Pelapordan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).12Karena pada saat melakukan transaksi makabank akan melihat data-data dari profil calonnasabahnya. Agar bank tidak dijadikan

10 Ibid, hal 21.11 Marulak Pardede, Hukum Pidana Bank,(Jakarta : Pustaka Sinar Harapan), 1995, hal 116.12 http:// www.google.com/searchdiakses tanggal 17 Januari 2016
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media tempat terjadi tindak pidanapencucian uang khususnya di BNI.Dalam rangka mencegah danmemberantas tindak pidana pencucian uangtermasuk berbagai tindak pidana yangmenghasilkan harta kekayaan yang tidak sahmaka berdasarkan undang–undang tersebuttelah dibentuk Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan yang tugas pokoknyaadalah membantu penegakan hukum dalammencegah dan memberantas tindak pidanapencucian uang dan tindak pidana beratlainnya, dengan cara menyediakan informasiintelijen yang dihasilkan dari analisisterhadap laporan–laporan yang disampaikankepada PPATK, untuk melaksanakan tugaspokok tersebut, PPATK berkewajiban antaralain membuat pedoman bagi penyedia jasakeuangan (PJK) dalam mendeteksi perilakupengguna jasa keuangan yang melakukantransaksi keuangan mencurigakan.13PPATK dibentuk untukmelaksanakan kebijakan pencegahan danpemberantasan pencucian uang sekaligusmembangun rezim anti pencucian uang diIndonesia. Hal ini tentunya sangatmembantu dalam upaya menjaga stabilitassistem keuangan dan menurunkanterjadinya tindak pidana asal (Predicate
Crime). Pencucian uang menimbulkandampak negatif terhadap perekonomiansuatu negara karena pencucian uangdilakukan terhadap uang hasil tindakkejahatan seperti perdagangan narkotika,korupsi, penyelundupan senjata, perjudian,penggelapan pajak dan lain-lain.14Tingginya risiko bank digunakansebagai sarana pencucian uangmenyebabkan otoritas perbankanmewajibkan bank berperan aktif dalammencegah dan memberantas tindak pidanapencucian uang. Bank dijadikan ujungtombak rejim anti pencucian uang, bahkansebelum kegiatan pencucian uang ditetapkan

13 Lampiran Keputusan Pusat Pelaporandan Analisis Transaksi Keuangan Nomor2/1/KEP.PPATK/2003,
(Http://www.bapepam.go.id/old/ragam/pedoma
n-pencucian-uang.pdf), diakses tanggal 24Februari 201214 Peran PPATK Dalam Tindak PidanaPencucian Uang, (Http://www.lawskripsi.com/
index.php?option=comcontent&view=articel&id=1
87&itemid=187), diakses tangga l7 Januari 2015.

pemerintah sebagai kejahatan. Bankbersama–sama dengan karyawannya beradadi lini terdepan dalam upaya memerangilangkah konkrit untuk melakukanindentifikasi, memperkecil dan mengelolahsetiap risiko yang berasal dari uang haramyang mengancam individual bank danindustri perbankan.15. Bank BNI  cabang USUdi pilih sebagai tempat penelitian adalahkarena BNI Cabang USU berada di Pusatpendidikan  serta transaksi setiap harisangat tergolong tinggi. BNI cabang USUyang berada di kampus Universitas SumateraUtara diharapkan akan memberikan fungsipengawasannya secara melekat agar tidakmencoreng nama BNI yang kebetulanmenumpang di tanah Universitas SumateraUtara. Oleh karena itu sudah semestinyakalau pemerintah dan seluruh lapisanmasyarakat menaruh perhatian besarterhadap masalah penanganan tindak pidanapencucian uang tersebut. Salah satu bentuknyata dari kepedulian Indonesia terhadaptindak pidana pencucian uang adalah dengandi sahkannya Undang-Undang Nomor 8Tahun 2010 tentang Tindak PidanaPencucian Uang, dengan Undang–Undang inipencucian uang resmi dinyatakan sebagaitindak pidana dan oleh karenanya harusdicegah dan diberantas.16Dengan latar belakang diatas, makapenulis akan membuat penelitian ini sebagaitesis dan membatasi ruang lingkuppenelitian yaitu mengenai “Analisis terhadapPencegahan Tindak Pidana Pencucian Uangoleh BNI di tinjau dari Undang – undangNomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU ”.
II. Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang diatas makadapat di rumuskan beberapa permasalahan :1. Bagaimana kedudukan dan peran BNIdalam upaya pencegahan  tindak pidanapencucian uang?

15Zulkarnain Sitompul, ”Bank (Bukan)
Tempat Pencucian Uang” dikutip dari,Http://Zulsitompul.wordpress.com/ diaksestanggal 17 Januari 2015.16 Lampiran Keputusan Pusat Pelapordan Analisis Transaksi Keuangan Nomor:2/1/KEP.PPATK/2003(http://www.bapepam.go.id/old/ ragam/pedoman-pencucian-uang.pdf.diakses tanggal  17 Januari 2015.
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2. Bagaimana implementasi pelaporantransaksi keuangan mencurigakan padaBNI?3. Bagaimana kepatuhan BNI terhadappelaporan transaksi keuanganmencurigakan?
III. Tujuan Penelitian1. Untuk mengetahui kedudukan dan peranBNI dalam upaya pencegahan  tindakpidana pencucian uang.

2. Untuk mengetahui implemantasipelaporan transaksi keuanganmencurigakan pada BNI.
3. Untuk mengetahui kepatuhan BNI dalampencegahan tindak pidana pencucianuang.
A.Batasan MasalahDalam penelitian ini yang di analisaadalah bagaimanakah Pemberantasan danPencegahan Tindak Pidana Pencucian uangdi BANK BNI Cabang USU Medan sertabagaimana struktur organisasi yangdibangun di Perbankan tersebut

B. Tinjauan Pustaka
Tindak Pidana Pencucian Uang

1. PengertianPenanganan tindak pidana pencucianuang di Indonesia yang dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 15Tahun 2002 tentang Tindak PidanaPencucian Uang telah menunjukkan arahyang positif. Hal itu, tercermin darimeningkatnya kesadaran masyarakat daripelaksanaan Undang-Undang tentang TindakPidana Pencucian Uang, seperti penyediaanjasa keuangan dalam melaksanakankewajiban pelaporan, lembaga pengawasdan pengatur dalam pembuatan peraturan,PPATK dalam kegiatan analisis danpenegakan hukum dalam menindak lanjutihasil analisa hingga penjatuhan sanksipidana dan/atau sanksi yang ditimbulkanpenafsiran yang berbeda.Adanya celah hukum, kurang tepatnyapemberian sanksi, belum dimanfaatkannyapergeseran beban pembuktian, keterbatasankepentingan nasional dan menyesuaikanstandart internasional, perlu disusunUndang-Undang tentang pencegahan danpemberantasan tindak pidana sebagaipengganti Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentangTPPU sebagaimana telah dirubah denganUndang-Undang Republik Indonesia Nomor25 Tahun 2003 tentang perubahan atasUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2002tentang TPPU. Sekarang telah dirubahkembali dengan Undang-Undang Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana PencucianUang.17
2 Tahapan Tahapan Pencegahan

Tindak Pidana Pencucian UangKegiatan pencucian uang umumnyadilakukan secara bertahap. Penahapan inilahyang menyebabkan uang tersebut semakinsulit dilacak atau kehilangan jejak. Secarasederhana proses pencucian uang dapatdikelompokkan pada tiga kegiatan, yaknipenempatan dana (placement), pelapisandana (layering), dan pengumpulan kembali(integrasi).a. Tahap Penempatan Dana (Placement)Dalam tahap penempatan ini, uang hasilkejahatan ditempatkan pada bank tertentuyang dianggap aman. Penempatan uang inidimaksudkan untuk sementara waktu, dalamtahap ini juga dilakukan prosesmembenamkan uang tersebut dengan cara1) uang tersebut dibenamkan denganproses lembaga keuangan, misalnyamelalui rekening Koran, suratberharga, traveler’s cheque, dansebagainya;2) sebanyak mungkin melakukantransaksi tunai (cash and carry)sehingga asal usul uang tersebutmenjadi semakin sulit dilacak.18Jadi, placement adalah upayamenempatkan dana yang dihasilkan darisuatu tindak pidana ke dalam sistemkeuangan. Bentuk kegiatan ini antara lainsebagai berikut : 19
17 Wikipedia, Sejarah Ringkasan UU PP-TPPU(Http://id.wikipedia.org/wiki/pencucian_uang),Diakses tanggal 1 Mey 2012.18 Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum

Perbankan Indonesia, (Bandung : Refika Aditama,2010), hal 178.19 Adrian Sutedi, Hukum Perbankan
Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi,
dan Kepailitan, (Jakarta : Sinar Grafika , 2006), hal24.
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1) Menempatkan dana pada bank.Kadang-kadang kegiatan ini diikutidengan pengajuan kredit/pembiayaan;
2) Menyetorkan uang pada bank atauperusahaan jasa keuangan lain sebagaipembayaran kredit untukmengaburkan audit trail;
3) Menyelundupkan uang tunai dari suatunegara ke negara lain;
4) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usahayang sah berupa kredit/pembiayaansehingga mengubah kas menjadikredit/pembiayaan;
5) Membeli barang-barang berharga yangnilai tinggi untuk keperluan pribadi,membelikan hadiah yang nilainyamahal sebagai penghargaan atauhadiah kepada pihak lain yangpembayarannya dilakukan melaluibank atau perusahaan jasa keuanganlainnya.Dengan “placement” dimaksudkan

the physical disposal of cash proceeds derived
from activity. Dengan perkataan lain, fasepertama dari proses pencucian uang haramini ialah memindahkan uang haram darisumber asal uang itu diperoleh untukmengabur atau menghilangkan jejaknya.Atau secara lebih sederhana agar sumberuang tersebut tidak diketahui oleh pihakpenegak hukum. Metode yang paling pentingdari placement ini adalah apa yang disebutsebagai smurfing, 20 Melaui smurfing ini,keharusan untuk melaporkan transaksi atautunai sesuai peraturan perundang-undanganyang berlaku dapat dikelabui  ataudihindarkan.b. Tahap Pelapisan (Layering )Dalam tahap ini dilakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untukmeghilangkan jejak atau indikasi dariasal usul uang tersebut. Dalam tahap

20 Smurfing adalah upaya untukmenghindari pelaporan dengan mecah-mecahtransaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku.Dikutip dari Alma,Pengertian, Tahap-tahap danmodus pencucian uang (money  laundering)bankingnews.Com/index.php?option=com_content&view=article&id=id=125;pengertian-tahap-danmoduspencucianuang-money-laundering&catid=84:kycapu&itemid=19, diakses tanggal 19Juli 2012.

ini uang benar-benar dicuci ataudiputihkan, antara lain melaluipembelian saham di Bursa Efek,transfer uang ke negara lain dalambentuk mata uang asing, meminjamuang di bank lain denganmenggunakan deposito yang ada dibank, membeli property tertentu,membeli valuta asing, transaksi
derivative, dan lain-lain.21
Layering adalah memisahkan hasiltindak pidana dari sumbernya yaitu tindakpidananya melalui beberapa tahapantransaksi keuangan untuk menyembunyikanatau menyamarkan asal usul dana. Dalamkegiatan ini terdapat proses pemindahandana dari rekening atau lokasi tertentusebagai hasil placement ke tempat lainmelalui serangkaian transaksi yangkompleks dan didisain untuk menyamarkandan menghilangkan jejak sumber danatersebut.Jadi dalam layering, pekerjaan daripihak pencucian uang (laundering) belumberakhir dengan ditempatkannya uangtersebut ke dalam sistem keuangan denganmelakukan placement seperti diterangkan diatas. Jumlah uang haram yang sangat besar,yang ditempatkan di suatu bank, tetapi tidakdapat dijelaskan asal usulnya itu, akansangat menarik perhatian otoritas moneternegara yang bersangkutan, yang padagilirannya akan menarik perhatian parapenegak hukum. Oleh karena itu, setelahdilakukan placement uang tersebut perludipindahkan lagi dari suatu bank ke bankyang lain, dan dari negara yang satu kenegara yang lain sampai beberapa kali, yangsering kali pelaksanaannya dilakukandengan cara memecah-mecah jumlahnyasehingga dengan pemecahan  danpemindahan beberapa kali itu asal usul uangtersebut tidak mungkin lagi dapat dilacakoleh otoritas moneter atau para penegakhukum.22c. Tahap IntegrasiDalam tahap integrasi dan repatriasiini uang hasil kejahatan yang telahdicuci pada tahap pembenamantersebut dikumpulkan kembali
21 Neni Sri Imaniyati, Op. Cit, hal 179.22 Adrian Sutedi, Op. Cit, hal 25.
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kedalam suatu proses keuangan yangsah.Karena itu, pada tahap ini uangtersebut sudah benar-benar bersihdan sulit dilacak asal mulanya.Dengan demikian jika dalam proses-proses sebelumnya uang tersebutdibenamkan dan dicuci, maka padatahap integrasi ini dapat dikatakanbahwa uang yang telah dicucitersebut dikeringkan kembalisehingga menjadi uang yang keringdan bersih seperti halnya uang-uangyang lainya.23
Integrasi adalah upaya menggunakanharta kekayaan yang telah tampak sah, baikuntuk dinikmati langsung, diinvestasikan kedalam berbagai bentuk kekayaan materialmaupun keuangan, diperlukan untukmembiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupununtuk membiayai kembali kegiatan tindakpidana. Dalam melakukan pencucian uang,pelaku tidak perlu mempertimbangkan hasilyang akan diperoleh dan besarnya biayayang harus dikeluarkan, karena tujuanutamanya adalah untuk menyamarkan ataumenghilangkan asal usul uang sehingga hasilakhirnya dapat menikmati atau digunakansecara aman.Ketiga kegiatan diatas dapat terjadisecara terpisah atau simultan, namunumumnya dilakukan secara tumpang-tindih.Modus operandi pencucian uang dari waktuke waktu semakin kompleks denganmenggunakan teknologi dan rekayasakeuangan yang cukup rumit. Hal ini terjadibaik pada tahap placement, Layering,maupun integrasi, sehingga penanganannyapun menjadi semakin sulit danmembutuhkan peningkatan kemampuan(capacity building) secara sistematis danberkesinambungan. Pemilihan modusoperandi pencucian uang tergantung darikebutuhan pelaku tindak pidana.24Dengan melihat uraian diatastampaklah bahwa bank merupakan faktorpendorong timbulnya tindakan pencucianuang, bank pula sebagai institusi yangdiminati (media) untuk melakukan
23 Munir Fuady, Hukum Perbankan

Modern Buku Kedua (Tingkat Advance), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2001, hal 167.24 Adrian Sutedi, Loc. Cit.

pencucian uang. Dengan kata lainpemberantasan tindak pidana pencucianyang akan lebih efektif jika dilakukan melaluisistem perbankan selain melalui peraturan-peraturan pada lembaga keuangan nonbank..
3. Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang dalam PerbankanBerbagai kejahatan uang yangdilakukan oleh orang perseorangan maupunoleh korporasi dalam batas wilayah suatunegara maupun yang dilakukan melintasibatas wilayah negara lain makin meningkat.Kejahatan tersebut antara lain berupa tindakpidana korupsi, penyuapan (bribery),penyelundupan barang, penyelundupantenaga kerja, penyelundupan imigran,perbankan, perdagangan gelap narkotikadan psikotropika, perdagangan budak,wanita, dan anak perdagangan senjata gelap,penculikan, terorisme, pencucian,penggelapan, penipuan dan berbagaikejahatan kerah putih. Kejahatan-kejahatantersebut telah melibatkan atau menghasilkanharta kekayaan yang sangat besarjumlahnya.Harta kekayaan yang berasal dariberbagai kejahatan atau tindak pidanatersebut pada umumnya tidak langsungdibelanjakan atau digunakan oleh parapelaku kejahatan karena apabila langsungdigunakan akan mudah dilacak oleh penegakhukum mengenai sumber diperolehnya hartakekayaan tersebut. Biasanya para pelakukejahatan terlebih dahulu mengupayakanagar harta kekayaan yang diperoleh dariharta kekayaannya tersebut masuk ke dalamsistem keuangan (financial system), terutamakedalam sistem perbankan (banking system).Dengan cara demikian, asal-usul hartakekayaan tersebut diharapkan tidak dapatdilacak oleh para penegak hukum. upayauntuk menyembunyikan atau menyamarkanasal-usul harta kekayaan yang diperoleh daritindak pidana sebagaimana dimaksud dalamundang-undang ini dikenal sebagaipencucian uang (money laundering).25Perbuatan pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat, jugasangat merugikan negara karenamempengaruhi atau merusak stabilitasperekonomian nasional atau keuangan
25 Adrian Sitedi, Op.cit, hal 54.
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negara dengan meningkatnya berbagaikajahatan. Sehubungan dengan hal tersebut,upaya untuk mencegah dan memberantaspraktik pencucian uang termasuk dengancara melakukan kerja sama internasional,baik melalui forum secara bilateral maupunmultilateral. Dalam konteks kepentingannasional ditetapkan Undang-Undang tentangTindak Pidana Pencucian Uang merupakanpenegasan bahwa pemerintah dan sektorswasta bukan merupakan bagian darimasalah, akan tetapi bagian daripenyelesaian masalah, baik sektor ekonomi,keuangan, maupun perbankan. Pertama-tama usaha yang harus ditempuh oleh suatunegara untuk dapat mencegah danmemberantas praktik pencucian uang adalahdengan membentuk Undang-Undang yangmelanggar perbuatan pencucian uang danmenghukum dengan berat para pelakukejahatan tersebut.26Agar pemberantasan tindak pidanapencucian uang dapat dilakukan secaraefektif, dalam undang-undang ini diatur kerjasama dengan negara lain, misalnya denganperjanjian ekstradisi atau kerja samabantuan dibidang hukum, baik dalam bentukbilateral maupun multilateral.27 Oleh karenaitu pemerintah Indonesia harus lebihmengingkatkan kerja sama internasionaldalam pengawasan kejahatan transnasionaldan organisasi kejahatan serta memacupengembangan sistem informasipenanggulangan kejahatan internasional.Penyelidikan dan penyidikan kasuspencucian uang akan diperluas. Penyidikankasus pencucian uang tidak hanya polisi danjaksa, tetapi juga semua lembaga yang punyakewenangan peyelidikan. Selain lembagapenyidik yang akan ditambah, jumlahinstansi yang diwajibkan melaporkantransaksi mencurigakan akan diperbanyak.Kewenangan penyidikan tidak beradadipolisi tetapi seluruh instansi yang punyakewenangan menyidik. Penambahanlembaga penyidikan ini kan diajukan PPATKdalam amendemen Undang-Undang Nomor25 Tahun 2003 tentang tindak pidana
26 Ibid, hal 55.27 Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang TindakPidana Pencucian Uang,  dikutip dari Ibid, hal 63.

pencucian uang. Selain polisi dan kejaksaan,lembaga yang akan diberikan kewenanganmenyidik tindak pidana pencucian uangadalah Komisi Pemberantasan Korupsi danKomisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hal iniuntuk memperkuat pemberantasanpencucian uang. 28Dengan ini maka pemberantasantindak pidana sudah beralih orientasinyadari ”menindak pelaku” kearah menyita hasil“Tindak Pidana”. Dengan dinyatakan money
laundering sebagai Tindak Pidana dandengan adanya sistem pelaporan transaksidalam jumlah tertentu dan transaksi yangmencurigakan, maka hal ini lebihmemudahkan bagi para penegak hukummenyelidiki kasus pidana sampai kepadatokoh-tokoh yang ada dibelakang tindakpidana tersebut
2.4. Peran PPAT dalam Pemberantasan

dan Pencegahan Tindak Pidana
Pencucian UangPusat Pelapor dan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK) adalah lembagaindependen yang dibentuk dalam rangkamencegah dan memberantas tindak pidanapencucian uang. Lembaga ini memilikikewenangan untuk melaksanakan kebijakanpencegahan dan pemberantasan pencucianuang sekaligus membangun rezim antipencucian uang di Indonesia. Hal initentunya akan sangat membantu dalamupaya menjaga stabilitas sistem keuangandan menurunkan terjadinya tindak pidanaasal (predicate crime). Pencucian uangsebagai suatu kejahatan yang berdimensiinternasional merupakan hal baru di banyaknegara termasuk Indonesia, begitu besardampak negatif terhadap perekonomiansuatu negara yang dapat ditimbulkannya.Tugas PPATK yaitu menerima danmeminta informasi dari semua pelapor, salahsatu pelapor yaitu : masyarakat, penyediajasa keuangan (PJK) terdapat dalam Pasal 83sampai 87 Undang-Undang No. 8 Tahun2010 Tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana PencucianUang. PPATK berhak melanjutkan ataumenghentikan penyidikan terhadaptransaksi yang mencurigakan, sebelum

28 Koran Tempo,”Penyelidikan PencucianUang Akan Diperluas”, 18 April 2005. Dikutip dariAdrian Sutedi, Ibid.
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melakukan penghentian dan melakukanpemeriksaan PPATK harus benar-benarmemeriksa transaksi tersebut apakah benartransaksi yang termasuk dalam Pasal 1 ayat5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010.Dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 40,PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:a. Pencegahan dan pemberantasantindak pidana pencucian uang;b. Pengelolahan data dan informasiyang diperoleh PPATK;c. Pengawasan terhadap kepatuhanpihak pelapor; dand. Analisis atau pemeriksaanlaporan dan informasi TransaksiKeuangan yang berindikasitindak pidana pencucian uangdan/atau tindak pidana lainsebagaimana dimaksud dalampasal 2 ayat (1).29Pentingnya PPATK dilatarbelakangikesadaran bahwa untuk memerangipencucian uang dibutuhkan keahlian khusus.Pendirian unit intelijen keuangan yangbertugas menerima dan memperolehinformasi keuangan dari penyedia jasakeuangan harus dilihat dari latar belakangfenomena semakin meningkatnya kebutuhanakan pentingnya keahlian khusus tersebut.PPATK memiliki tugas danwewenang sebagaimana yang ditetapkandalam Pasal 26 dan 27 UU-TPPU antara lain :1) Mengumpulkan, menyimpan,menganalisis, mengevaluasiinformasi yang diperoleh.2) Memberikan nasihat dan bantuankepada instansi yang berwenang.3) Melaporkan hasil analisistransaksi keuangan yangberindekasi tindak pidanapencucian uang kepadakepolisian dan kejaksaan.4) Meminta dan menerima laporandan Penyedia Jasa Keuangan(PJK).5) Melakukan audit terhadap PJKmengenai kewajiban sesuaidengan ketentuan dalam UU-TPPU dan terhadap pedoman
29 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang.

pelaporan mengenai transaksikeuangan.6) Memberikan pengecualiankewajiban pelaporan mengenaitransaksi keuangan yangdilakukan secara tunaisebagaimana dimaksudkandalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.Dalam melaksanakan tugas dankewenangannya tersebut, PPATK bersifatindependen sebagaimana yang dimuat dalamUUTPPU yaitu :a) Bertanggung Jawab langsungkepada Presiden.b) Tidak diperkenankannya setiappihak untuk melakukan segalabentuk campur tangan terhadappelaksanaan tugas dankewenangan PPATK.c) Diwajibkannya kepala dan wakilkepala PPATK untuk menolaksetiap campur tangan dari pihakmanapun dalam pelaksanaantugas dan kewenangannya. 30Langkah-langkah kongkrit yangdilakukan PPATK dalam upaya implementasiundang-undang tindak pidana pencucianuang adalah menerbitkan serangkaianketentuan pelaksanaan agar dapatmengoperasionalkan Undang-Undangtersebut. Ketentuan pelaksanaan itudikeluarkan dalam bentuk Keputusan KepalaPPATK yang meliputi pedoman umumtentang tindak pidana pencucian uang,pedoman umum tentang tindak pidanapencucian uang, pedoman indentifikasi danpelaporan transaksi keuangan mencurigakanbaik untuk penyedia jasa keuangan,pedagang valuta asing maupun usaha jasapengiriman uang dan pedoman pengecualiantransaksi tunai.31Terbatasnya lembaga penyidikanpencucian uang menurut Yunus,menyebabkan sulitnya kasus-kasuspencucian uang masuk kepengadilan. Karenaitu, dari ribuan transaksi mencurigakan yangditemukan hanya beberapa kasus yangmasuk kemeja hakim. Setidak-tidaknyadengan banyaknya lembaga yang berwenang
30 Zulkarnain Sitompul, Problematika

Perbankan, (Bandung: BooksTerrace & Library),2005, hal 288.31Ibid, hal 290.
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menyidik kasus pencucian uang, prosespenyidikan bisa cepat sehingga kasus tidakmenumpuk. Hal ini juga dilakukan agar adapersaingan kualitas diantara lembagapenyidikan.32Selain perluasan lembagapenyidikan, dalam amandemen Undang-Undang itu PPATK juga mengusulkanpenambahan lembaga pelapor transaksimencurigakan. Selama ini baru lembaga-lembaga keuangan saja yang diwajibkanmelaporkan transaksinya ke PPATK. Denganadanya amandemen itu kata Yunus nantinyanotaris, agen penjual mobil dan rumah punakan diwajibkan melaporkan transaksinya,karena hasil korupsi biasanya dibelikanproperti.33Selama ini ketiadaan laporan darilembaga-lembaga ini membuat penyidikankesulitan melacak kemana saja uang hasilkorupsi digunakan. Pembelian propertymerupakan cara yang lazim dipakai untukmenghilangkan jejak dana hasil kejahatan.Perluasan-perluasan itu juga akan makindiperkuat oleh penambahan kewenanganPPATK membekukan rekening tersangkapencucian uang.34
IV. Metode Penelitian

A. Tempat dan Waktu PenelitianTempat penelitian tesis ini dilakukandi Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang USU.Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulanPebruari 2015 sampai dengan Januari 2016
B. Jenis dan Sifat PenelitianJenis penelitian ini adalah penelitianhukum normatif. Penelitian hukum normatifadalah penelitian hukum yang dilakukandengan cara meneliti bahan kepustakaanatau bahan sekunder belaka35. Dalampenelitian hukum normatif, penelitianterhadap asas asas dan kaidah kaidah hukumhukum di pergunakan sebagai alat untukmenganalisa peraturan perundang undanganyang sedang berlaku dalam hal ini UndangUndang No 8 tahun 2010 tentang tindakpidana pencucian uang.

32Ibid,33Ibid,34 Adrian Sutedi, Op.Cit, hal 64.35 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji,2001,Penelitian Hukum Normatif Suatu TinjauanSingkat, PT Raja Grafindo Jakarta Hal 14

Disamping penelitian hukumnormatif, penelitian ini juga memakaimetode penelitian hukum empiris. Penelitianhukum empiris digunakan untukmenemukan gambaran tentang pelaksanaanpenegakan Tindak Pidana Pencucian uang diBank Negara Indonesia Cabang USU Medan.Sifat penelitian ini adalah deskriptif,merupakan metode yang dipakai untukmenggambarkan suatu kondisi atau keadaanyang sedang berlangsung yang bertujuanagar dapat memberikan data mengenai objekpenelitian sehingga mampu menggali hal–halyang bersifat ideal, kemudian dianalisisberdasarkan teori hukum atau peraturanperundang–undangan.36 Dalam tesis inimetode deskriptif digunakan untukmemberikan gambaran atau suatu fenomenayang berhubungan dengan penegakanhukum atas analisis terhadap pencegahandan pemberantasan tindak pidana pencucianuang yang ditinjau dari Undang–UndangNo.8 Tahun 2010.
C. Data dan Sumber DataPenelitian hukum normatif yangmenitikberatkan pada studi kepustakaan danberdasarkan pada data sekunder, data yangdigunakan dalam penelitian ini dapat dibagikedalam beberapa kelompok, yaitu:a. Data Sekunder, yaitu data yangmempunyai ruang lingkup yang sangatluas yakni terdiri dari :1) Bahan hukum primer37 yaitu bahanhukum yang mengikat berupaperaturan perundang–undanganyang berlaku dan ada kaitannyadengan permasalahan yang dibahasantara lain berupa: Peraturanperundang-undangan yangberhubungan dengan pencegahandan pemberantasan tindak pidanapencucian uang, antara lain Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentangPencegahan Dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang danbahan hukum lainnya.2) Bahan hukum sekunder yaitu bahanhukum yang sifatnya memberikan

36 Zainuddin Ali, Metode Penelitian
Hukum, ( Jakarta : Sinar Grafika), 2009, hal 223.37Soerjono Soekanto, Pengantar
Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press), 1984, hal52.
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penjelasan tentang bahan hukumprimer, seperti buku-buku, makalahhasil-hasil seminar atau pertemuanilmiah lainnya, majalah, jurnal ilmiah,artikel, artikel bebas dari internet,surat kabar, majalah, bahkandokumen pribadi dan pendapat darikalangan pakar hukum yang relevandengan objek dalam penelitian ini.383) Bahan hukum tertier yangmemberikan informasi lebih lanjutmengenai bahan hukum primer danbahan hukum sekunder antara lain:Kamus besar bahasa Indonesia,Ensiklopedi Indonesia, Berbagaimasalah hukum yang berkaitandengan tindak pidana pencucianuang.39b. Data Primer yaitu bahan bahan yangdiperoleh dari BNI Cabang USUberupa dokumen dokumen yangdipergunakan dalam melaksanakanserta menerapkan PencegahanTindak Pidana Pencucian Uang di BNICabang USU. Wawancara terhadapDivisi Kepatuahan BNI Cabang USUyang bertujuan untukmengumpulkan informasi demikelancaran penelitian yangdilaksanakan adalah sebagai datapendukung dalam penelitian ini
D. Metode PendekatanPenelitian ini merupakan metodependekatan yuridis normatif, karenamengutamakan tinjauan dari segi peraturanhukum yang menyangkut peran bank dalampencegahan dan pemberantasan tindakpidana pencucian uang. Metode pendekatanyuridis normatif dipergunakan denganpertimbangan titik tolak penelitian adalahanalisis terhadap peraturan perundangan-undangan dibidang tindak pidana pencucianuang dan dibidang perbankan sebagaihukum positif di Indonesia. Dan metodeberfikir yang digunakan adalah metodeberfikir deduktif (cara berfikir dalampenarikan kesimpulan yang ditarik darisesuatu yang sifatnya umum yang sudahdibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan

38Ronny Hanitijo Soemitro, Metodelogi
Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia),1982, hal, 24.39 Soerjono Soekanto Op.Cit , hal 52.

itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnyakhusus.Dalam kaitannya dengan penelitiannormatif disini akan digunakan pendekatanyaitu pendekatan perundang-undangan(statute Approach) adalah suatu pendekatanyang dilakukan terhadap berbagai aturanhukum yang berkaitan dengan perundang-undangan.Pendekatan empiris dalam penelitianini menyangkut penerapan Undang UndangTPPU di BNI Cabang USU. Menyangkuttentang struktur organisasi ( orang yangmembidangi), Sistem pelaporan yangdigunakan dan kepatuhan Bank BNI atasaturan tersebut.
E. Alat Pengumpulan DataPengumpulan data dilakukan denganpenelitian kepustakaan untuk memperolehdata sekunder, baik yang berupa bahanhukum primer, bahan hukum sekundermaupun bahan hukum tertier. Sesuai dengantipologi penelitian hukum normatif, datasekunder dengan bahan hukum dimaksudmerupakan bahan utama dalam penelitianini. Penelitian yang berkaitan denganpendekatan yuridis normatif dimulai langkahawal adalah melakukan inventarisasiperaturan perundang–undangan di bidangtindak pidana pencucian uang dan peranbank dalam pencegahan dan pemberantasantindak pidana pencucian uang sertaperaturan–peraturan lainnya.Usaha untuk memperoleh peraturanperundang–undangan di bidang tindakpidana pencucian uang khusus mengenaiperan bank dalam pencegahan danpemberantasan tindak pidana pencucianuang didukung dengan menelaah terlebihdahulu terhadap bahan hukum sekunder,berupa tulisan para ahli dan kebijakanhukum pidana. Cara tersebut didukungdengan bahan hukum tertier.Setelah inventarisasi peraturanperundang–undangan selesai dibuat intisaridari setiap peraturan perundang–undanganyang bersangkutan. Hal ini untukmempermudah analisis serta pembuatanlaporan penelitian.Penelitian ini akan melakukan studylapangan dengan melakukan wawancaraterhadap pegawai yang membidangipencegahan Tindak pidana pencucian uang
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pada Bank BNI Cabang USU denganmempergunakan metode pendekatansosiologis. Wawancara adalah suatu carapengumpulan data yang dipergunakan untukmemperoleh informasi langsung darisumbernya40. Dalam hal wawancara dengansumbernya penulis memilih wawancarabebas terpimpin yaitu wawancara yangmerupakan perpaduan antara wawancarabebas dan terpimpin41. Dalam pelaksanaanwawancara yang demikian pewawancarahanya membawa garis garis besar yang akanditanyakan kepada nara sumber.Pewawancara juga harus pandai melihatsituasi dan kondisi yang di wawancarai agarjangan cepat bosan. Hal ini dilakukan agardata yang diperoleh dapat dibandingkandengan hukum yang mengatur tentangpencegahan tindak pidana pencucian uang.
F. Analisis DataAnalisis data yang akan dilakukandalam penelitian ini adalah analisis secarakualitatif,42 kegiatan ini diharapkan akandapat mempermudah penulisan dalammenganalisa permasalahan yang diajukan,menafsirkan dan kemudian menarikkesimpulan.Data sekunder dan data primer yangdiperoleh dari penelitian dianalisis denganmetode kualitatif, data yang diperoleh daribahan hukum yang berasal dari peraturanperundang–undangan di bidang tindakpidana pencucian uang untuk memperolehgambaran mengenai status peraturanperundang–undangan secara yuridis untukmemperoleh gambaran mengenai peraturanperundang–undangan di bidang tindakpidana pencucian uang dan peran bankdalam pencegahan dan pemberantasantindak pidana pencucian uang denganterlebih dahulu diklasifikasikan  kemudianditafsirkan sesuai dengan peraturanperundang undangan . Kemudian membuatklasifikasi dari data sehingga akanmenghasilkan klasifikasi sesuai denganpermasalahan yang akan dibahas dalampenelitian ini. Data yang dianalisis secarakualitatif akan dikemukakan dalam bentuk

40 Riduwan, 2002, Skala Pengukuranvariabel-variabel Penelitian, PenerbitAlpabeta,Bandung hal 2941 Ibit halaman 3042 Ibid, hal 281.

uraian secara sistematis pula, semua datadiseleksi, ditulis secara analisis sehinggadapat memberikan kesimpulan dan saranpada pokok permasalahan yang ditelaahsebagai solusi yang diungkapkan secaradeduktif.
V. Hasil dan Pembahasan

A.Kedudukan dan peran BNI dalam upaya
pencegahan tindak pidana pencucian
uang
1) Sejarah berdirinyaPeranan BNI untuk mendukungperekonomian Indonesia semakinstrategis dengan munculnya inisiatifuntuk melayani seluruh lapisanmasyarakat dari Sabang sampai Meraukepada tahun 1960-an denganmemperkenalkan berbagai layananperbankan seperti Bank Terapung, BankKeliling, Bank Bocah dan Bank Sarinah.BNI juga meluncurkan Bank Keliling, yaitujasa layanan perbankan di mobil kelilingsebagai upaya proaktif untuk mendorongmasyarakat menabung.Sesuai dengan UU No.17 Tahun1968 sebagai bank umum dengan namaBank Negara Indonesia 1946, BNIbertugas memperbaiki ekonomi rakyatdan berpartisipasi dalam pembangunanekonomi nasional.Segmentasi nasabah juga telahdibidik BNI sejak awal dengan dirintisnyabank yang melayani khusus nasabahwanita yaitu Bank Sarinah di manaseluruh petugas bank adalah perempuandan Bank Bocah yang memberikanedukasi kepada anak-anak agar memilikikebiasaan menabung sejak dini.Pelayanan Bank Bocah dilakukan jugaoleh anak-anak. Bahkan sejak 1963, BNItelah merintis layanan perbankan diperguruan tinggi tepatnya saat membukaKantor Kas Pembantu di UniversitasSumatera Utara (USU) di Medan. Jadipertama dibuka Bank BNI cabang USUberstatus sebagai Kantor Kas. Saat ini BNItelah memiliki kantor layanan hampir diseluruh perguruan tinggi negeri maupunswasta terkemuka di Indonesia.Setelah krisis keuangan melanda Asiatahun 1998 yang mengguncang kepercayaanmasyarakat terhadap perbankan nasional,BNI melakukan program restrukturisasitermasuk diantaranya melakukan rebranding
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untuk membangun & memperkuat reputasi.Terbukti dengan kerja keras dan etos kerjapara pegawai Bank BNI mampumenunjukkan jati dirinya sebagai perbankanNasional milik pemerintah sebagai bankpilihan masyarakat.Sejalan dengan kiprah dan pelayananprima yang dilaksanakan oleh Bank BNICabang USU, maka pada saat ini Bank BNIcabang USU telah membuka beberapaCabang Pembantu, Kantor Kas dan KantorPelayanan agar Bank BNI lebih dekat denganpara Nasabahnya dan mampu menempatkandirinya sebagai Bank pemerintah yangtanggung.
2) Struktur OrganisasiStruktur  organisasi Bank BNI cabangUSU selalu mengalami perobahan sesuaidengan perkembangan kebutuhanperusahaan dan pembukaan Kantor CabangPembantu serta Kantor Kas dan kantorPelayanan. Bank BNI Cabang USU pada saatpeneliti melakukan penelitian, yangmembidangi Pencegahan Tindak PidanaPencucian Uang masuk dalam DivisiKepatuhan. Setelah akhir tahun 2015 yangmembidang Pencegahan Tindak PidanaPencucian Uang berada dibawah langsungoleh menejer Cabang yang disebut denganKontrol Internal ( struktur terlampir).Kontrol Internal bertugas mengawasi segalatransaksi keuangan setiap hari baik arusmasuk maupun arus uang keluar sertatransaksi antar Bank.

B. Implementasi Pelapoaran Transaksi
Keuangan Mencurigakan pada BNIPerkembangan dan kemajuan ilmupengetahuan dan teknologi khususnya dibidang komunikasi telah menyebabkanterintegrasinya sistem keuangan termasuksistem perbankan yang menawarkanmekanisme lalu lintas dana antar negarayang dapat dilakukan dalam waktu yangsangat singkat.Keadaan ini di samping mempunyaidampak positif, juga membawa dampaknegatif bagi kehidupan masyarakat yaitudengan semakin meningkatnya tindakpidana yang berskala nasional maupuninternasional, dengan memanfaatkan sistemkeuangan termasuk sistem perbankan untukmenyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dana hasil tindak pidana (money

laundering).

Berkenaan dengan itu dalam rangkapencegahan dan pemberantasan tindakpidana pencucian uang, Indonesia telahmemiliki Undang-Undang Nomor 15 Tahun2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.Namun ketentuan dalam Undang-Undangtersebut dirasakan belum memenuhi standarinternasional serta perkembangan prosesperadilan pencegahan dan pemberantasantindak pidana pencucian uang dapat berjalansecara efektif.43Transaksi Keuangan Mencurigakan tidakmemiliki ciri-ciri yang baku, karena haltersebut dipengaruhi oleh variasi danperkembangan jasa dan instrumentkeuangan yang ada. Meskipun demikian,terdapat ciri-ciri umum dari TransaksiKeuangan Mencurigakan yang dapatdijadikan acuan sebagai berikut:1. Tidak memiliki tujuan ekonomis danbisnis yang jelas2. Menggunakan uang tunai dalam jumlahyang relatif besar dan/atau dilakukansecara berualng-ulang di luar kewajaran3. Diluar kebiasaan dan kewajaran aktivitastransaksi nasabah.Transaksi mencurigakan di BNI terjadiapabila memenuhi salah satu isi Pasal 1angka 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010.Apabila transaksi mencurigakan terjadi, padasaat nasabah melakukan transaksi biasanyaBNI  memeriksa profil dari nasabahnyatersebut. Apabila transaksi yang dilakukantidak sesuai dengan profil dankarakteristiknya maka transaksi tersebutdapat dikatakan transaksi mencurigakan.Dan  biasanya transaksi mencurigakantersebut dilakukan pada saat calon nasabahmengisi identitas terkadang nasabahmemberikan identitas palsu. Terkadangsering terjadi transaksi mencurigakan, BNIapabila mendapatkan transaksi yangmencurigakan BNI akan segera melakukantindakan lebih lanjut terhadap transaksitersebut agar bank tidak dijadikan tempattindak pidana pencucian uang.44Sistem pelaporan yang dilakukan BNIdalam melaksanakan perannya sebagai
43 Op.Cit, hal 209.44 Hasil Wawancara dengan Staf BagianDivisi Kepatuhan BNI Cabang USU Jl. Dr. MansyurNo. 11 Medan, tanggal 10 September 2015.
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pelapor adalah BNI akan melakukan sistempelaporan apabila ada laporan transaksikeuangan yang mencurigakan, BNI akanmelaporkan ke PPATK dengan menggunakan
System Online. BNI akan langsung mengirimdata-data trasanksi yang mencurigakankepada PPATK.Pelaporan transaksi keuanganmencurigakan di BNI akan dilakukan dengan2 (dua) cara yaitu :1. Pelaporan secara manual.2. Pelaporan secara online.Bagan 1Sistem Laporan Transaksi KeuanganMencurigakan :

Sumber: Hasil Wawancara dengan
Staf Bagian divisi kepatuhan BNI
Cabang USU.Tugas kantor cabang/cabangpembantu/kantor kas apabila ada trasaksikeuangan mencurigakan pertama kantorcabang/cabang pembantu/kantor kasmelakukan pemantauan analisis terhadaptransaksi keuangan, lalu melaporkannyakepada kantor pusat dan kantor pusatsetelah menerima pelaporan dari kantorcabang/cabang pembantu/kantor kas makakantor pusat juga melakukan pemantuankembali menganalisis ulang terhadaptransaksi tersebut dan melaporkannyakepada PPATK. Kantor pusat yang berhakmelaporkan transaksi keuanganmencurigakan kepada PPATK. 45Bank wajib menunjuk petugaskhusus yang bertanggung jawab untukmengenali nasabah yang dianggapmempunyai risiko tinggi termasukpenyelenggara negara, dan atau transaksi-transaksi yang dapat dikategorikanmencurigakan (suspicious transactions). Bankmembuat sistem pemantauan yang dapatdilakukan baik secara manual ataupunotomatis agar petugas bank dapatmengidentifikasikan transaksi yang
45 Hasil Wawancara dengan Staf BagianDivisi Kepatuhan BNI Cabang USU Jl. Dr. MansyurNo. 11 Medan, tanggal 10 September 2015.

mencurigakan. Dalam melakukan tugasoperasional sehari-hari petugas bank wajibmelakukan pemantauan dan melaporkankegiatan yang mencurigakan untukdievaluasi lebih lanjut kegiatan pemantauansekurang-kurangnya mencakup hal-halsebagai berikut:1. Pemantauan RekeningMeliputi pemantauan terhadapmutasi rekening secara periodik untukmengidentifikasi kemungkinan adanyamutasi yang tidak sesuai dengan profilnasabah. Khusus terhadap rekening nasabahyang mempunyai risiko tinggi diperlukanpemantauan yang lebih intensif.2. Pemantauan TransaksiMeliputi pemantauan terhadapsistem transaksi baik tunai maupun nontunai pada saat transaksi tersebut dilakukanuntuk mengidentifikasi adanya transaksiyang tidak sesuai dengan profil nasabah.3. Pemantauan Transaksi Untuk Walk-in
CustomerMeliputi pemantauan terhadaptransaksi yang dilakukan oleh walk-in

customer dengan nilai lebih dariRp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atausetara dengan itu untuk mengidentifikasikemungkinan adanya transaksi yangmencurigakan.46Bank wajib melakukan evaluasiterhadap hasil pemantauan rekening dantransaksi nasabah untuk memastikan adatidaknya transaksi yang mencurigakan yangtidak dapat dijelaskan oleh nasabah secarameyakinkan serta melaporkan temuantersebut kepada Bank Indonesia. Tindaklanjut pemantaun rekening dan transaksinasabah bank wajib melaporkan transaksinasabah yang mencurigakan secara kasusper kasus paling lambat 7 (tujuh) harisetelah transaksi dimaksud diyakini sabagaitransaksi mencurigakan. Dokumentasi hasilpemantauan dan evaluasi rekening dantransaksi bank wajib menata usahakan hasilpemantauan dan evaluasi rekening dantransaksi nasabah, baik yang dilaporkanmaupun yang tidak dilaporkan kepada BankIndonesia. Hasil pemantauan dan evaluasitidak perlu dilaporkan kepada BankIndonesia apabila bank tidak dapat
46 Ibid, hal 314.
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menyakini bahwa transaksi tersebutmerupakan transaksi yang mencurigakan. 47Berdasarkan Undang-Undang No. 8Tahun 2010 Pasal 1 angka 5 “TransaksiKeuangan Mencurigakan adalah transaksikeuangan yang menyimpang dari profil,karakteristik, atau kebiasaan pola transaksidari pengguna jasa keuangan”.Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 penjelasandidalam Pasal 23 ayat (1) huruf a transaksimencurigakan diawali dari transaksi antaralain a. Tidak memiliki tujuanekonomis dan bisnis yangjelasb. Menggunakan uang tunaidalam jumlah besar relatifebesar dan/atau dilakukansecara berulang-ulang diluarkewajaran; atauc. Aktivitas transaksi nasabahdiluar kebiasaan dankewajaranApabila transaksi-transaksi yangtidak lazim tersebut memenuhi kriteriasebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka5 transaksi tersebut dapat diklasifikasikansebagai Transaksi Keuangan Mencurigakanyang wajib dilaporkan. Sedangkan terhadapTransaksi atau aktivitas diluar kebiasaan dankewajaran sebagaimana tersebut di atas,penyedia jasa keuangan dimintamemberikan perhatian khusus atas semuatransaksi yang kompleks, tidak biasa dalamjumlah besar dan semua pola transaksi tidakbiasa yang tidak memliki alasan ekonomisyang jelas dan tidak ada tujuan yang sah.Latar belakang dan tujuan transaksi tersebutharus, sejauh mungkin diperiksa temuan-temuan membantu pihak-pihak berwenangatau editor.48Terdapat berbagai jenis transaksiperbankan yang mencurigakan (suspicious
transactions) sehingga perlu diperhatikanoleh pihak bank. Dalam lampiran peraturanBank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001tentang Prinsip Mengenal Nasabah (Know
Your Customer Prinsiples) terdapat beberapacontoh transaksi yang mencurigakan. Dalam

47 Ibid, hal 315-316.48 Undang-Undang No 8 Tahun 2010Tentang Pencegahan Dan pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang.

hal ini bank yang bersangkutan wajibmenunjuk petugas khusus untuk menangani: a. Nasabah berisiko tinggi termasukpenyelenggara.b. Transaksi yang mencurigakan(suspicious transasctios).49Beberapa contoh transaksi yangmencurigakan tersebut yaitu sebagaiberikut;1) Transaksi mencurigakan denganmenggunakan pola transaksi tunaiKedalam jenis transaksi mencurigakandengan mengunakan pola transaksi tunai initermasuk di antaranya model-modelkegiatan sebagai berikut:a) Setoran tunai dalam jumlah yang besaryang tidak lazim oleh perorangan atauperusahaan yang memiliki kegiatanusaha tertentu dan penyetoran tersebutbiasanya dilakukan denganmenggunakan instrument berupa cekatau instrument nontunai lainnya.b) Peningkatan setoran tunai secaramaterial pada rekening perorangan ataurekening perusahaan tanpa disertaipenjelasan yang memadai khususnyaapabila setoran tunai tersebut langsungditransfer ke tujuan yang tidakmempunyai hubungan atau keterkaitandengan perorangan atau perusahaantersebut.50c) Setoran tunai dengan menggunakanbeberapa slip setoran dalam jumlah kecilsehingga total setoran tunai tersebutmempunyai jumlah sangat besar.d) Transfer dalam jumlah besar dari ataukenegara lain dengan instruksi untukmelakukan pembayaran tunai.e) Setoran dalam jumlah besar melaluirekening titipan setelah jam kerja kasuntuk menghindarkan hubunganlangsung dengan petugas bank.2) Transaksi mencurigakan denganmenggunakan rekening bank kedalamjenis transaksi mencurigakan denganpola penggunaan rekening bank initermasuk di antaranya model-modelkegiatan sebagai berikut :a) Dipeliharanya beberaparekening atas nama pihak
49 Munir Fuady, Op.Cit, hal 211.50 Ibid, hal 212.
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lain yang tidak sesuai denganjenis kegiatan usaha nasabah.b) Setoran tunai dalam jumlahkecil ke dalam beberaparekening yang dimilikinasabah pada bank sehinggatotal penyetoran tersebutmempunyai jumlah sangatbesar.51c) Setoran dan/atau penarikandalam jumlah besar darirekening perorangan atauperusahaan yang tidak sesuaiatau tidak terkait denganusaha nasabah.d) Tarikan dalam jumlah yangbesar dari rekening nasabahyang semula tidak aktif ataurekening yang menerimasetoran dalam jumlah yangbesar dari luar negeri.e) Nasabah menolak untukmenyediakan tambahandokumen atau informasipenting yang apabiladiberikan memungkinkannasabah menjadi layak untukmemperoleh fasilitaspemberian kredit.523) Transaksi mencurigakanmelalui transaksi investasiKedalam jenis transaksimencurigakan dengan pola penggunaantransaksi investasi ini termasuk diantaranyamodel-model kegiatan sebagai berikut :a) Surat berharga yang dibeliuntuk disimpan di banksebagai kustodian yangseharusnya tidak layakapabila diperhatikan reputasiatau kemampuan financialnasabah.b) Pinjaman bank denganpinjaman dana yang diblokir(back to back deposito/loan
transaction) antar bankdengan anak perusahaan,perusahaan terafilisasi, atauinstitusi perbankan di negaralain yang dikenal sebagai

51 Ibid, hal 213.52 Ibid, hal 214.

negara tempat lalu lintasperdagangan narkotika.c) Nasabah meminta jasapengelolahan investasidengan dana investasi yangtidak jelas sumbernya atautidak konsisten denganreputasi atau kemampuanfinansial nasabah.d) Transaksi dengan pihaklawan (counter party) yangtidak dikenal atau sifat,jumlah dan frekuensitransaksi yang tidak lazim.e) Diperkenalkan investor olehbank di negara lain,perusahaan terafiliasi, atauinvestor lain dari negara yangdiketahui umum sebagaitempat produksi atauperdagangan narkotika.4) Transaksi mencurigakanmelalui aktifitas bank di luarnegeriKedalam jenis transaksimencurigakan dengan pola penggunaan polaaktivitas bank luar negeri ini termasuk diantaranya model-model kegiatan sebagaiberikut: a) Nasabah diperkenalkan olehkantor cabang diluar negeri,perusahaan terafiliasi ataubank lain berada di negarayang diketahui sebagaitempat produksi atauperdagangan narkotika.53b) Digunakan leter of credit daninstrumen perdaganganinternasional lain untukmemindahkan dana antarnegara dimana transaksiperdagangan tersebut tidaksejalan dengan kegiatanusaha nasabah.c) Pengiriman atau penerimaantransfer oleh nasabah dalamjumlah besar ke atau darinegara yang diketahuimerupakan negara yangterkait dengan produksi,proses, dan/atau pemasaran
53 Ibid, hal 215.
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obat terlarang atau kegiatanterorisme.d) Nasabah melakukan transfersecara elektronik tanpadisertai penjelasan yangmemadai atau tidak denganmenggunakan rekening.e) Pembayaran denganmenggunakan traveller’s
cheques atau wesel dalammata uang asing khususnyayang diterbitkan oleh negaralain dengan frekuensi yangtinggi.5) Transaksi mencurigakanyang melibatkan karyawanbank dan/atau agenKedalam jenis transaksimencurigakan dengan pola yang melibatkankaryawan bank dan/atau agen ini termasukdi antaranya model-model kegiatan sebagaiberikut :

a) Ditingkatkannya kekayaankaryawan dan agen bankdalam jumlah yang besartanpa di sertai penjelasanyang memadai.
b) Transaksi melalui agenyang tidak dilengkapidengan informasi yangmemadai tentangpenerima akhir (ultimate

beneficiary).6) Transaksi mencurigakanmelalui transaksi pinjam-meminjamKedalam jenis transaksimencurigakan dengan pola pinjam-meminjam ini, termasuk di antaranya model-model kegiatan sebagai berikut:a) Pinjamanbermasalahdilunaskan secaratidak terduga.b) Diminta fasilitaspinjaman denganagunan yang asalusulnya dari asetyang tidak jelas atautidak sesuai denganreputasi dankemampuanfinansial nasabah.

c) Nasabah memintakepada bank untukdiberikan fasilitaspembiayaan di manaporsi dana sendiridari nasabah tidakjelas asal usulnyakhususnya apabilaada kaitannyadengan propertiatau real estate.54
VI. Penutup

A. KesimpulanSetelah melakukan penelitianmengenai “Analisis Terhadap PencegahanTindak Pidana Pencucian Uang oleh BankBNI di tinjau dari Undang-Undang No.8Tahun 2010 tentang TPPU di PT BNI”, makakesimpulan sebagai berikut :1. Kedudukan dan peran BNI  CabangUSU dalam upaya Pencegahan TindakPidana Pencucian Uang mengacupada Undang Undang No 8 tahun2010 tentang TPPU denganPeraturan Bank Indonesia No 11/28/PBI/ tentang PenerapanProgram Anti Pencucian Uang danPendanaan Terorisme dimana BankBNI Cabang USU telah membentuksebuah devisi yang khususmenangani pencegahan tindakpidana pencucian uang yang disebutdengan divisi kepatuhan, setelahakhir 2015 devisi ini dirobah denganKontrol Internal yang beradalangsung dibawah manejer Cabang.2. Implementasi pelaporan transaksikeuangan mencurigakan pada BankBNI telah sesuai dengan UndangUndang No 8 tahun 2010 tentangTPPU dengan Peraturan BankIndonesia No 11 /28/PBI/ denganmenerapkan prinsip mengenalNasabah serta tahapan tahapansesuai dengan Surat Edaran No. 11/31 /DPNP Tahun 2009 PedomanStandar Penerapan Program AntiPencucian Uang dan PencegahanPendanaan Terorisme bagi BankUmum tersebut merupakan acuanstandar minimum yang wajib
54Ibid, hal 216.
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dipenuhi oleh Bank Umum  dalammenyusun Pedoman PelaksanaanProgram Anti Pencucian UangdanPencegahan PendanaanTerorisme3. Kepatuhan BNI terhadap pelaporantransaksi keuangan mencurigakantelah terlaksana dengan baik hal initerbukti BNI dalam melaksanakankepatuhan terhadap pelaporantransaksi keuangan mencurigakansesuai dengan peraturan Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentangpencegahan dan pemberantasantindak pidana pencucian uang.Kebijakan pimpinan membuktikanbahwa Kontrol internal yang telahdibentuk saat ini berada langsungdibawah Pimpinan, agar pengawasanyang dilakukan semakin maksimaldan pelaporan tentang transaksikeuangan mencurigakan dapat lebihcepat sampai.
B. SaranBerdasarkan analisis dari kesimpulandiatas, selanjutnya akan disarankan hal-halsebagai berikut sebagai pemecahan masalah:1. Agar Bank BNI Cabang USU dapatmelaksanakan peranpengawasannya sebagaiperbankan yang komitmen dalampencegahan pemberantasanTindak Pidana Pencucian Uangmaka Bank BNI harusmenempatkan pegawai yangmempunyai Integritas tinggiserta mempunyai pengalamanyang cukup dalam pencegahandan pemberantasan tindakpidana pencucian uang denganpengalaman mengetahuiidentitas dari calon nasabahnya(prinsip mengenal nasabah) padasaat melakukan transaksi diawal.2. Untuk implementasi tindakanpencegahan pemberantasanTindak Pidana Pencucian Uangpada BNI cabang USU harus tetapmengacu pada Undang UndangNo 8 tahun 2010 tentang TPPUdengan Peraturan BankIndonesia No 11 /28/PBI/dengan menerapkan prinsipmengenal Nasabah serta tahapan

tahapan sesuai dengan SuratEdaran No. 11/ 31 /DPNP Tahun2009 Pedoman StandarPenerapan Program AntiPencucian Uang dan PencegahanPendanaan Terorisme bagi BankUmum dengan selalumemperhatikan kearifan Lokal,kharakter dan Budayamasyarakat Kota Medan.3. Posisi Kontrol Internal yangdibentuk sekarang ini dalamstruktur organisasi BNI CabangUSU sudah sangat tepat, hanyasaja kemungkinan pengawai yangditempatkan pada bagiantersebut harus yang full time,agar transaksi yang dilakukansetiap saat pada Bank BNI dapatterpantau setiap saat mengingatsaat ini BNI Cabang USU telahbanyak membuka Kantor Cabangpembantu dan Kantor Kas yangkesemuanya Kantor yang dibukatergolong perbankan dengantransaksi yang sangat sibuk
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